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AbstrakPenelitian ini menjelaskan tentang penyempurnaan Materi KUHP dengan memasukkan nilai agama, nilai adat istiadat danpandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini diupayakan agar kesadaran hukum masyarakat bisa ditingkatkan dengan upaya agarPenegak hukum harus adil dalam hukum, membentuk, memahami hukum dengan benar dan menghilangkan sarana pelanggaranhukum dalam masyarakat. Sebetulnya agak banyak yang harus dilakukan, akan tetapi dua hal tersebut yang bisa secepatnyadilakukan. Dengan demikian, pihak penegak hukum untuk tidak hanya pintar dalam menyelesaikan berbagai perkara yang ada,namun lebih dari itu mereka harus memiliki kompetensi dalam membuat upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,sehingga kejahatan dapat dihilangkan dan paling tidak bisa diminimalkan.
Kata Kunci: Kajian Yuridis, Kelemahan, Upaya Penyempurnaan

Abstract
This research describes the refinement of the Criminal Material by incorporating the values of religion, the values of customs and life
of the Indonesian people. It is strived that public legal awareness can be enhanced by efforts for law enforcers to be fair in law,
establishing, understanding the law properly and eliminating the means of lawlessness in society. Actually a bit more to do, but two
things that can be done as soon as possible. Thus, law enforcement agencies are not only smart in solving various cases, but more
than that they must have competence in making efforts to raise awareness of public law, so that crime can be eliminated and at least
can be minimized.
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PENDAHULUANSudah sekian lama Kitab Undang-undangHukum Pidana (KUHP) telah mengabdi padabangsa Indonesia, ternyata oleh sebagianmasyarakat terutama di kalangan masyarakatahli hukum, masih dirasa memiliki kelemahandan kekurangan. Karena terkadang hukumcendrung memihak golongan elit politik, elitkekuasaan dan elit ekonomi. Jika tindakkejahatan dilakukan oleh kelompok elittertentu, maka mereka sulit disentuh olehhukum yang berlaku. Sementara jika tindakkejahatan dilakukan oleh rakyat biasa, begitucepatnya hukum menjeratnya.Selain itu, hampir setiap hari terdengarberita tentang kriminal menghiasi berbagaimedia cetak dan media elektronik di Indonesia.Pembunuhan terjadi di mana-mana, pencuriansemakin merajalela, kasus pemerkosaan terusmeningkat, orok-orok tanpa dosa ditemukandalam kantong plastik dan lain sebagainya.Masyarakat sekarang ini sudah semakinberani melakukan tindak kejahatan danpelanggaran di depan umum. Mereka tidak lagitakut terhadap ancaman hukuman yangditawarkan oleh materi KUHP itu sendiri. Yanglebih memalukan lagi bahwa sebagian aparathukum dan aparat pemerintah sebagai ujungtombak dan pengawal penegakan hukum sudahberani melakukan tindak kejahatan danpelanggaran, bahkan mereka sendiri yangmenjadi otak pelaku dan sebagai becking dibalik peristiwa tindak kejahatan danpelanggaran di tengah-tengah masyarakat.Jelas, hukum itu suatu himpunanbermacam-macam kaidah yang bertujuanmempertahankan tata tertib masyarakat. Tetapikaidah yang mempertahankan tata tertibmasyarakat terdapat pula dalam agama, dalamkebiasaan, dalam adat istiadat dan dalamkesusilaan dalam pergaulan manusia yangsehari-hari. Yang kami maksud “kesusilaan”ialah semua kaidah yang ada dalam pergaulankemasyarakatan dan yang tidak merupakanhukum kebiasaan atau adat istiadat dan agama.Perlu kami tegaskan disini bahwa, menurutanggapan kami, ”susila” tidak memuat tentangsesuatu ,yaitu tidak mengatakan sesuatu itu

baik atau buruk. Pendapat yang tidak berwarnaini perlu supaya dinegeri kita suku bangsa yangsatu, misalnya suku bangsa jawa dapatmenghargai kebudayaan suku bangsa yang lain,misalnya suku bangsa Dayak, biarpun dalamkebudayaan suku bangsa yang lain itu terdapatunsur-unsur yang tidak atau sukar diterimaoleh suku bangsa yang satu tersebut. Sebuahcontoh yang dikenal umum: di beberapa daerahtempat tinggal orang yang beragama Islam yangmasih ortodoks (belum modern) dansa (menarisecara Barat) dinggap tidak pantas, bahkan“cabul”, sedangkan  di daerah-daerah Minahasa,Maluku dan Jakarta Raya dansa Barat ituditerima sebagai kebiasaan yang dilakukanpada setiap pesta (Djindang, 1983: 4)Acap kali pengaruh agama atas hukumyang berlaku pada sesuatu waktu dalamsesuatu masyarakat, besar sekalilah.Demikianlah terdapat dalam beberapaperaturan pemerintah yang sedang berlaku,beberapa kaidah agama yang berasal dariagama Islam. Seperti diketahui umum, agamaIslam bukanlah hanya mengatur cara hiduppara mukmin dalam agamanya, melainkan jugacara hidup mukmin dalam masyarakat.Peraturan-peraturan yang mengaturpenghidupan para mukmin dalam masyarakatterdapat dalam syariah (syariat, syarak).Di Indonesia syariah itu tidak ditaatiseluruhnya. Di Jawa, misalnya, dalam halwarisan tidak berlaku Qur`an dan syariah,tetapi yang berlaku adalah hukum adat Jawa.Umumnya di antara peraturan-peraturanQur`an dan syariah yang ditaati benar-benarialah beberapa peraturan mengenai pribadiorang, terutama masalah perkawinan. Untuknikah orang tidak memerlukan turut campurpegawai pemerintah. Sahnya nikah bergantungpada kemauan kedua belah pihak. Biarpundemikian, campur tangan pemerintah selaludirasa perlu adanya. Nikah itu dilakukan dimuka seorang Qadi, sedangkan kedua belahpihak yang bersangkutan dibantu oleh seorangpenasehat yang dianggap ahli dalam syariah.Menurut agama Katolik Roma makaperkawinan itu menjadi sakramen, yaitu suatulembaga suci yang diberkati oleh Tuhan, yangmempersatukan suami dan istri seumur hidup.
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Oleh karena itu agama menjadi dasarpandangan hidup manusia, maka dengansendirinya agama mempengaruhi hukum danhukum yang berlaku bagi manusia itu adalahdari agama. Dan hukum itu dapat jugadipengaruhi oleh kebiasaan atau adat-istiadatyang diterima oleh masyarakat. Kebiasaanlama-kelamaan menjadi hukum dan adat lama-kelamaan menjadi hukum dan adat lama-kelamaan menjadi hukum adat, apabila telahdicantumkan dalam penguasa masyarakat(Djindang, 1983: 6). Terutama bagi Indonesia,kebiasaan baru yang timbul dalam prosesmodernisasi sosial, menjadi sangat pentinguntuk proses pembentukan hukum(rechtsvorming).Pembaharuan hukum pidana diIndonesia merupakan masalah yang pentingdan mendesak, karena hukum pidanamerupakan dilema bagi manusia. Satu sisisebagai cara untuk melindungi masyarakat dariancaman kejahatan, tetapi pada sisi lain dapatmenjadi ancaman bagi hak asasi manusia yangsemestinya dilindungi oleh hukum pidanatersebut. Ancaman itu dapat berupa hilangnyakebebasan manusia baik untuk sementara atauseumur hidup, maupun ancaman lainnya(Santoso, 2002:12).Usaha pembaharuan hukum pidanasesunguhnya sudah dimulai sejak kemerdekaandimiliki, yaitu dalam bentuk penyusunan UUD1945. Dalam pembukaan UUD 1945 tertulisjelas tujuan negara, yaitu untuk melindungisegenap bangsa Indonesia dan unutkmemajukan kesejahteraan umum berdasarkanpancasila. Dengan demikian melindungji danmensejahterakan seluruh lapisan masyarakatmerupakan sarana utama sebagai politik sosialyang menjadi dasar politik kriminal danpembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dalam rangka melindungi danmenciptakan kesejahteran masyarakat, hukumpidana mempunyai posisi sentral untukmeyelesaikan konflik (kejahatan) yagn terjadi.Masyarakat Indonesia heterogen, baikkhoriziontal (suku, agama, ras) maupun vertikal(perbedaan kekayaan, ilmu pengetahaun danteknologi), pada hakikatnya dapat menjadi

faktor krimonogen, terutama jika terjadiketidak adilan dan diskriminasi dalammenangani masyarakat. Dengan demikianhukum pidana penting perananya, sekarang dandimasa yang akan datang, bagi masyarakatsebagai kontrol sosial untuk mencegahtimbulnya disorder, khususnya sebagaipengendali kejahatan.Berkaitan dengan itu, untukmenegakkan hukum pidana, maka harus adaketerpaduan dalam persepsi dan penanganankonflik yang timbul dari semua komponenhukum pidana, baik komponen struktural,substansial, dan dukungan sosial. Padakomponen substansial yang bersifat normativedan normal seharusnya berpijak danmengutamakan keadilan, kemudiankemanfaatann dan selanjutnya pijakan terakhiradalah kepastian hukum. Dalam hal ini jikamengutamakan kepastian hukum, maka akanmenimbulkan ketidak adilan, karena berbagaifaktor yang melingkupi hukum pidana. Dengandemikian menerapkan hukum pidana itu dalamkonteks sosial sekarang (terutama paska ordebaru) jelas akan merugikan dan memberikancitra negatif bagi hukum pidana.Reformasi hukum pidana harus,mencakup seluruh komponen tersebut, karenaberbagai alasan, yaitu alasan sosiologis, politis,juga alasan adaftif (Muladi, 1990:30). Alasanadiftif ini menurut Muladi adalah bahwa KUHPNasional dimasa mendatang harus dapatmenyesuaikan diri dengan perkembangan –perkembangan baru, khususunyaperkembangan internasional yang sudahdisepakati oleh masyarakat beradab.Nilai biasanya digunakan untukmenunjuk kata benda yang abstrak yang dapatdiartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan.Lois O.Kattsoff membedakan nilai dalam duamacam, yaitu: (1) nilai intrinsik dan (2) nilaiinstrumental. Nilai intrinsik adalah nilai darisuatu yang sejak semula sudah bernilai,sedangkan nilai instrumental adalah nilai darisuatu karena dapat dipakaisebagai saranauntuk mencapai tujuan sesuatu. Untukmenjelaskan hal ini, Kaatsoff memberi contohsebuah pisau. Suatu pisau dikatakan bernilaiintrinsik baik apabila pisau itu mengandung
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kualitas-kualitas pengirisan didalam dirinya.Disisi lain, ia dikatakan bernilai instrumentalbaik apabila pisau itu dapat saya gunakan untukmengiris (Darmodiharji dan Shidarta, 1999:227). Radbruch menjelaskan tentang tigatujuan hukum, yakni kepastian hukum,keadilan, dan daya guna. Menguraikan padatujuan ketiga (daya guna) bahwa hukum perlumenuju kepada tujuan yang penuh harga(waardevol). Menurut Radbruch, ada tiga nilaiyang penting bagi hukum, yaitu: (1)
Individualwerte, nilai-nilai  pribadi yang pentinguntuk mewujudkan kepribadian manusia, (2)
Gemeinschaftswerte, nilai-nilai masyarakat, nilaiyang hanya dapat diwujudkan dalammasyarakat manusia, dan (3) Werkwerte, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu,kesenian) danpada umumnya kebudayaan.Pembagian lain diberikan oleh MaxScheler, tetapi ia mengelompokkan nilai tidakhanya tiga, tetapi empat macam, yaitu: (1)kenikmatan (rasa enak, nikmat, senang); (2)kehidupan (kesehatan, kesegaran, jasmaniah);(3) kejiwaan (kebenaran, keindahan); dan (4)kerohanian (kesucian) (Hadiwardjojo, 1985: 9).Walter G.Everet menggolongkan nilailebih rinci lagi menjadi delapan macam, yaitunilai: ekonomis (harga dalam jual beli),kejasmanian (kesehatan), hiburan, social,watak, estetis, intelektual, dan keagamaan.Seorang filsuf Indonesia, Notonegoro,membagi nilai dalam tiga macam nilai pokok,yaitu: (1) material, (2) vital, (3) kerohaniaan.Sesuatu dikatakan bernilai material apabilasesuatu itu berguna bagi jasmani manusia.Selanjutnya, sesuatu bernilai vital jika iaberguna bagi manusia untuk mengadakankegiatan (beraktivitas). Sesuatu dikatakanbernilai kerohanian apabila ia berguna bagirohani manusia. Nilai kerohanian ini dapatdibedakan lebih lanjut menjadi: (a) nilaikebenaran atau kenyataan, yang bersumberpada unsur akal (rasio) manusia, (b) nilaikeindahan,yang bersumber pada unsure rasa(estetis) manusia, (c) nilai kebaikan moral, yangbersumber pada kehendak (karsa) manusia,dan (d) nilai religius, yang bersumber padakepercayaan manusia, dengan disertai

penghayatan melalui akal dan budi nuraninya(Darmodiharjo, 1995: 43-44).Jadi, yang mempunyai nilai itu tidakhanya sesuatu yang berwujud (benda material)saja, tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud(immaterial). Bahkan, sesuatu yang immaterialitu sering kali mempunyai nilai sangat tinggidan mutlak bagi manusia, seperti nilai religius.
METODE PENELITIANPenulisan karya tulis ini adalah dikajidengan menggunakan metode penulisan hukumnormatif dan empiris. Dalam penelitian ini,bahan kepustakaan dijadikan sebagai bahanutama dalam membahas dan menganalisaberbagai permasalahan yang diteliti. Sedangkandata lapangan yang diperoleh melaluiwawancara, akan dijadikan sebagai datapendukung dan pelengkap saja (Suminto, 1985:4-11). Bahan kepustakaan yang dipergunakandalam penelitian ini adalah 1) Bahan hukumprimer berupa perundang-undangan yangberkaitan dengan masalah penyempurnaanmateri KUHP, Peraturan Menteri Perundang-undangan dan Hukum, KUH.Pidana dan lainsebagainya; 2) Bahan hukum skunder, berupahasil-hasil penelitian dari kalangan hukum,seperti jurnal, makalah-makalah dan lain-lain;3) Bahan hukum tertier, berupa kamus umumserta ensiklopedia.Metode pendekatan yang digunakandalam penulisan karya ilmiah ini adalahpendekatan yuridis normatif dan yuridis
sosiologis (Soemitro, 1982: 120). ataupendekatan hukum empiris. Yang dimaksuddengan pendekatan yuridis normatif adalahuntuk melihat hukum yang ada dalamnormative, yakni yang sedang berlaku.Di samping itu juga, penelitian dikajidengan menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis atau pendekatan hukum empiris,dengan maksud untuk melihat fakta-faktahukum secara nyata yang berkenaan denganpengaruh penyempurnaan materi KUHPterhadap jumlah pelaku pelanggar dankejahatan dalam masyarakat.Alat pengumpul data dipergunakan studidokumen, wawancara dan observasi di
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lapangan. Studi dokumen dilakukan untukmengetahui dan memahami isi berbagaidokumen yang berkaitan dengan pengaruhpenyempurnaan materi KUHP terhadappengurangan jumlah pelaku tindak kejahatandan pelanggaran hukum.Wawancara dilakukan untukmendapatkan informasi guna mendukung danmemperjelas data sekunder yang diperoleh daristudi dokumen atau kepustakaan. Wawancaraakan dilakukan kepada pihak-pihak yangberhubungan langsung dengan masalah yangditeliti. Dalam hal ini yang menjadi objekwawancara beberapa hakim pengadilan negerimedan, beberapa orang anggota kejaksanaannegeri Medan, beberapa orang dosen fakultashukun yang tersebar di Perguruan TinggiNegeri dan Swasta di kota Medan dan beberapatokoh Agama. Selain metode wawancara ini,informasi juga diambil melalui observasilangsung ke tempat obyek penelitian, gunamendapatkan informasi yang sebenarnya,sehingga diharapkan data-data yang diperolehadalah data-data yang benar dan dapatdipertanggung jawabkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelemahan KUHPHukum yang aspiratif dan akomodatifadalah hukum yang isinya disesuaikan dengankondisi kemampuan dan pandangan hidupsuatu masyarakat dimana hukum itu diterapkan(Djindang, 1983: 102). Setiap hukum yangdibentuk berdasarkan pertimbangan kondisikemampuan dan pandangan hidup suatubangsa, niscaya akan melahirkan materi-materihukum yang baik yang dapat dilaksanakan olehsetiap orang.Kenyataan yang terjadi bahwa materiKUH Pidana itu sendiri belum bersifat aspiratifdan akomodatif, hal ini ditandai dengan masihtingginya tingkat pelanggaran dan kejahatandalam masyarakat, seperti pembunuhan,pencurian, perampokan, perjudian dan lainsebagainya.Memang kalau dilihat dari kacamatahukum, para pelaku tindak pidana tersebut diatas adalah berhak menerima ganjaranperbuatannya, tetapi bila ditelusuri lebih

mendalam, ternyata terjadinya kasus kejahatantersebut akibat adanya kelemahan danketeledoran Kitab Undang-undang HukumPidana itu sendiri. Oleh karenanya, supayakasus tindak pidana dapat berkurang dalammasyarakat, maka salah satu caranya adalahdengan mengupayakan penyempurnaanberbagai kelemahan yang terdapat dalam KUHPitu sendiri.Pertama adalah adanya beberapa pasalKUHP kurang mengandung unsur kepastianhukum. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya
alternatif pilihan hukuman dalam satu pasal.Adanya beberapa macam ancaman hukumandalam satu pasal, membuat hakim bebasmelakukan pilihan hukum berdasarkankehendak pribadinya, bukan didasarkankriteria yang ditentukan oleh hukum itu sendiri.Jika terdapat beberapa macam ancamanhukuman dalam satu pasal seperti yangtersebut dalam Pasal 340, akan membukapeluang terjadinya kolusi antara penegakhukum dengan pihak yang berperkara. Sebabhakim memiliki kebebasan dalam memilihancaman hukumannya, bisa ia memilihhukaman yang paling berat atau yang palingringan.Bukti lain dari ketidak pastian KUHPsekarang adalah adanya pernyataan “paling
lama”. Pernyataan ini akan membuka peluangbagi hakim untuk bebas menentukan berapalama pelaku tindak pidana dijatuhi hukumanpenjara, yang penting tidak lewat dari batassebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasalitu sendiri. Oleh karenanya, ketidak pastianbeberapa pasal KUHP itu, harusdisempurnakan, supaya tercipta keadilan danketentraman dalam masyarakat.Adapun upaya penyempurnaannya dapatditempuh dengan membentuk satu macamancaman hukuman dalam setiap pasal. Tidakboleh dilakukan beberapa macam ancamanhukuman dalam satu pasal, karena bisamenimbulkan ketidak pastian hukum. Jikamemang terdapat beberapa macam ancamanhukuman dalam satu pasal, hendaknya dipecahmenjadi beberapa pasal lagi, sehingga dalamsatu pasal hanya ada satu macam ancamanhukumannya.
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Banyak sekali manfaat yang diperoleh,jika terdapat satu macam ancaman hukumandalam setiap pasal, antara lain tertutupnyapeluang kolusi dalam dunia peradilan, lahirnyaputusan hakim yang berkeadilan, terciptanyakemudahan bagi penegak hukum dalam setiapmemutuskan perkara dan lain sebagainya.Perlu diketahui bahwa pemberlakuanKUHP oleh bangsa Barat, khususnya kolonialBelanda dahulu, tidak lepas dari unsur politikpenjajah. Adanya beberapa macam hukumandalam satu pasal, memang sengaja diciptakandemi kepentingan kelompok tertentu. Artinya,jika terjadi tindak pidana dilakukan olehkelompok elit politik, elit kekuasaan dan elitekonomi, maka hukumannya dipilih yang palingringan. Tetapi jika pembunuhan dilakukan olehkalangan masyarakat biasa, maka hukumannyadipilih yang paling berat.M.Solly Lubis berpendapat bahwaperaturan hukum yang dibuat kolonial Belandabiasanya lebih menekankan kepada kepastianhukumnya saja, tetapi kegunaan dankeadilannya tidak semuanya ditujukan bagirakyat Indonesia, bahkan secara politisditujukan untuk kepentingan-kepentingankolonialisme, terutama dalam rangka dominasidibidang politik, eksploitasi dibidang ekonomidan penetrasi dibidang budaya.Kedua adalah adanya kelemahan bahwaKUHP menganut prinsip delik aduan pada kasustindak pidana perzinaan sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP.Prinsip ini mengajarkan bahwa tidak semuakasus perzinaan dapat dihukum. Tetapi hanyakasus perzinaan yang diadukanlah yang bisadijerat oleh hukum. Prinsip delik aduan inimembuka peluang berkembangnya kasusperzinaan, prostitusi dan lokalisa dalammasyarakat. Betapa tidak, KUHP tidak dapatmenindak pelaku zina yang tidak diadukan.Yang bisa ditindak, hanya terhadap kasusperzinaan yang diadukan saja. Selama tidak ada

pengaduan, selama itu pula hukum membiarkankasus-kasus perzinaan tetap menjamur dalammasyarakat (Sudarsono, 1992: 73).Untuk mengurangi dan membasmiberbagai kasus perzinaan dalam masyarakatdapat ditempuh dengan cara meniadakanprinsip delik aduan dalam kasus perzinaan.Perzinaan tidak boleh dianggap sebagai delikaduan, tetapi harus dipandang sebagaiperbuatan dosa besar yang harus ditindaktanpa menunggu pengaduan dari yangbersangkutan. Sebab zina mengandung bahayabesar bagi pelakunya sendiri dan juga bagimasyarakat.Ketiga, adalah unsur ketidak adilan padasebagian pasal KUHP. Memang kalau benar-benar diteliti, ternyata ditemukan beberapapasal yang mengandung unsur ketidak adilan”Jika berzina orang yang sudah kawin denganyang sudah kawin, hukumannya dipukulseratus kali dan dirajam sampai mati” (HR.Muslim). Sedangkan jika pelakunya orang yangbelum kawin, maka diancam dengan hukumancambuk sebanyak 100 kali dan ditambahdengan hukuman pembuangan (penjara)selama 1 tahun sebagaimana yang difirmankanAllah SWT :”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiapseorang dari keduanya 100 kali dera” (An Nurayat 2).Keempat, adalah kurang beratnyaancaman hukuman bagi setiap pelaku tindakpidana dalam KUHP. Ancaman hukuman bagipelaku tindak pidana seperti pembunuhan,perzinaan, pencurian, perampokan dan tindakkejahatan lainnya, ternyata kurang berat,sehingga membuat orang tidak takutmelakukan tindak pidana dalam masyarakat.Jenis ancaman hukuman bagi pelakutindak pidana yang ditawarkan KUHP selamaini semuanya tergolong ringan. Lebih jelasnyadapat dilihat dalam rincian tabel berikut:



Taufik Siregar, Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya

192

Tabel 1. Jenis Kejahatan dan Ancaman Hukumannya dalam KUH PidanaNo Jenis Kejahatan Pasal Ancaman ukumannya Keterangan1 Pembunuhan sengaja 338 Penjara paling lama 15 tahun Ringan2 Pembunuhan didahului tindakpidana 339 Penjara seumur hidup ataupaling lama 20 tahun Ringan
3 Pembunuhan berencana 340 Pidana mati atau penjaraseumur hidup atau penjarapaling lama 20 tahun

Berat tetapimemilikialternatif pilihan4 Pencurian dengan kekerasan 365 (1) Penjara paling lama 9 tahun5 Penganiayaan yangmengakibatkan kematian 355 (2) Penjara paling lama 15 tahun Ringan
6 Kealpaan yang menyebabkankematian 359 Penjara paling lama 5 tahunatau kurungan paling lamasatu tahun

Ringan
7 Perzinaan dilakukan oleh orangyang sudah kawin 284 (1) Penjara paling lama 9 bulan Ringan
8 Perzinaan yang tidak diadukan 284 (2) Tidak dihukum RinganAncaman hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas adalahbenar-benar tergolong ringan, sehingga membuat orang tidak takut untuk melakukan tindakpidana. Jadi sungguh sangat wajar kalau jumlah kejahatan dalam masyarakat terus saja terjadi,bahkan bisa diperkirakan akan meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu jalan yangharus ditempuh adalah memberikan ancaman hukuman yang berat bagi setiap pelaku kejahatansebagaimana yang telah diberlakukan dalam hukum Islam. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tableberikut:Tabel 2. Jenis Kejahatan dan Ancaman Hukumannya dalam Hukum IslamNo Jenis Kejahatan Ayat/Hadis Ancaman ukumannya Keterangan1 Pembunuhan sengaja atauberencana Al Baqarah ayat178 Pidana mati (qishas) dan jikapelakunya dimaafkan keluargakorban, maka hukumannyamembayar denda 100 unta atauyang semisal dengannya

Berat

2 Pencurian Al Maidah ayat 38 Pidana Potong tangan Berat3 Penganiayaan sengaja Al Maidah ayat 45 Hukumannya persis sama denganpenganiayaan yang dilakukanpelakunya. Jika tangan korbanterpotong, maka tangan pelakunyaharus dipotong, begitu seterusnya4 Perzinaan yang dilakukanoleh orang yang sudahkawin
Hadis riwayatMuslim Pidana mati (rajam) Berat

5 Perzinaan yang dilakukanoleh orang yang belumkawin
An Nur ayat 2 Dicambuk 100 kali dan diasingkanselama 1 tahun Berat

Oleh karenanya, dalam masalah tindakpidana, ancaman hukumannya harus berat.Penjatuhan hukuman berat semisal hukumanmati atau potong tangan adalah sangat besarmanfaatnya bagi kehidupan manusia. Orangyang bermaksud membunuh atau mencuriharta orang lain akan menggigil ketakutan

lantaran diberlakukannya ancaman hukumanyang berat bagi pelakunya. Dengan adanya rasatakut tersebut, mengakibatkan terciptanyasuasana kehidupan yang damai, bahagia danpenuh keteraturan dalam kehidupanmasyarakat, berbangsa dan bernegara(Shabuni, 1985: 220). Kalau pelaku tindak
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pidana tidak diberikan hukuman yang berat,akan memberi sugesti bagi sebagian oranguntuk melakukan kejahatan.Banyak orang salah dalam memahamihukuman mati atau hukuman potong tangan.Mereka berpendapat bahwa hukuman semcamitu terlalu berat dan kejam. Sebab, kalauhukuman mati atau potong tangandilaksanakan, maka akan banyak orangdihukum mati atau terpotong tangannya,sehingga dapat menimbulkan problema sosial,karena banyak anak yatim dan orang cacat yangmenjadi beban masyarakat dan negara.Pendapat semacam ini menunjukkanketidak pahaman tentang tujuan suatuhukuman yang sebenarnya. Hakekat dari tujuanhukum adalah menjamin kehidupan manusiasupaya terhindar dari pembunuhan danpenganiayaan, sehingga kehidupan menjadiaman tentram, tidak ada rasa takut, terhindardari ancaman terhadap jiwa dan harta.
Upaya PenyempurnaannyaSudah sekian lama KUHP telah mengabdipada bangsa Indosenia, ternyata oleh sebagianmasyarakat terutama di kalangan masyarakatahli hukum, masih dirasa memiliki kelemahandan kekurangan. Karena terkadang hukumcendrung memihak golongan elit politik, elitkekuasaan dan elit ekonomi. Jika tindakkejahatan dilakukan oleh kelompok elittertentu, maka mereka sulit disentuh olehhukum yang berlaku. Sementara jika tindakkejahatan dilakukan oleh rakyat biasa, begitucepatnya hukum menjeratnya. Oleh karenanya,diperlukan upaya serius untukmenyempurnakan materi KUHP itu sendiri.Adapun upaya-upaya yang harus segeraditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama: Memasukkan nilai hukumagama ke dalam materi KUHP. Terus terangbahwa banyak dari isi materi KUHP sekarangmasih jauh dari sentuhan nilali-nilai hukumagama. Kehadiran nilai hukum agama dalamsebuah undang-undang sangat perlu sekali,terutama bagi bangsa Indonesia yang mengakuiadanya Tuhan Yang Maha Esa.Dalam pembentukan hukum mutlakdilakukan pendekatan berdasarkan nilai

religius, bukan didasarkan pada kekuatan akalpikiran semata. Hukum yang dibentukberdasarkan nilai-nilai hukum agama, lambatatau cepat, materinya akan diterima oleh rakyatsecara pelan-pelan. Sebab segala sesuatu yangbersumber pada Tuhan pasti benar danbermanfaat bagi kehidupan manusia di duniadan di akhirat.Lain halnya dengan pembentukan hukumberdasarkan kekuatan pikiran semata, lambatatau cepat, materinya akan ditinggalkan orangbanyak. Sebab, setiap hukum yang dibentukberdasarkan akal pikiran, pertimbangannyabiasanya lebih cendrung mengikuti hawa nafsupembentuknya. Dalam hal ini dapat diambilsebuah contoh yang sangat aktual sekarang inimengenai perzinaan. Pasal 284 ayat (1) KUHPmenyebutkan bahwa yang dinamakan denganperbuatan zina adalah jika dilakukan oleh priayang telah kawin atau wanita yang telahbersuami. Adapun jika dilakukan antaraseorang pemuda dengan seorang gadisberdasarkan suka-sama suka, tidaklahdinamakan perbuatan zina dan mereka tidakdapat diancam dengan suatu hukuman.Nilai-nilai yang telah tertuang dalampasal 284 KUHP tersebut adalah bertentangandengan nilai-nilai hukum agama, sebab semuaagama di dunia ini mengakui bahwa hubungangelap yang dilakukan diluar nikah dianggapsebagai perbuatan keji yang wajib diberihukuman bagi pelakunya, tanpa menunggulaporan dari pihak korban. Oleh karena itu,nyatalah bahwa pembentukan materi pasal 284tadi, lebih banyak didasarkan pada penggunaanakal semata. Contoh di atas menunjukkanbetapa pentingnya merujuk kepada nilai hukumagama dalam setiap pembentukan hukum,supaya materinya memihak pada kebenaran,keadilan, kepastian, kemanfaatan dankepentingan orang banyak. Jadi wajar saja jikasegala hukum yang bersumber dari Allah SWTpasti cocok untuk semua jaman dan tempat,karena Allah maha tahu tentang masa lalu, masasekarang dan masa yang akan datang.Dalam rangka upaya menyempurnakansuatu hukum, orang Barat sendiri, sepertiPrancis dan Belanda telah lama mengadopsihukum Islam dalam hukum negaranya. Dapat
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diambil contoh bahwa isi pasal 1666 hingga1693 KUH.Perdata yang membicarakan tentangmasalah hibah, ternyata dikutip langsung darikitab fiqh Islam sendiri. Kalau diteliti lagikepada pasal-pasal selanjutnya dariKUH.Perdata tentang penitipan barang (pasal1730 – 1939), ternyata tidak lain daripadaterjemahan bebas dari apa yang disebut dalamkitab fiqh Wadi`ah seperti dimaksud dalam AlQur`an surat An Nisa ayat 58.Kenyataan di atas melahirkan sebuahpertanyaan, yakni apakah hukum fiqh Islamyang mengadopsi KUH.Perdata atauKUH.Perdata yang mengadopsi hukum fiqhIslam. Dalam hal ini Hasbullah Bakry memberipendapat bahwa pasti KUH.Perdata itulah yangmeniru isi kitab fiqh, sebab kitab fiqh mazhabsudah ada sejak tahun 700 masehi, sedangkanKUH.Perdata baru ada pada awal abad XIXyakni berdasarkan kode Napoleon, yangdisusun setelah Napoleon Bonaparte pulangdari Mesir antara Mei 1778 hingga Agustus1779. Sebagaimana diketahui bahwa sejarahKUH.Perdata Indonesia itu adalah berdasarkanasas konkordansi dari kodifikasi BW di negeriBelanda (1838), sedangkan BW Belanda itumengikuti code civil Prancis yang terkenaldengan kode Napoleon (1807). Adapun codeNapoleon di Prancis yang merupakan cikalbakal KUH.Perdata Eropa modern sekarang iniadalah berpangkal pada dua sumber yaituhukum Romawi dan hukum Islam. HukumRomawi itu terkenal dengan kodifikasiJustinianus (483-565M), yang sering disebutjuga Codex Justinianus atau Justinian CorpusJuris Civilis. Sedangkan hukum fiqh Islam yangdiambil alih Napoleon itu ialah kitab fiqhsusunan Abdullah As Syarqawi (1737-1821M).Ketika Napoleon menduduki Cairo, Syarqawiadalah Guru Besar Universitas Al Azhar dandiminta oleh Napoleon membantu tim hukumPrancis (Ramulyo, 1993: 56-57).Dalam rangka menyempurnaan suatuhukum, orang Barat sendiri tidak malu-malumengadopsi hukum Islam dalam hukumnegaranya, karena mereka menyadari akankesempurnaan sesuatu hukum yang bersumberdari Tuhan. Oleh karenanya, hendaknya paralegislator kita mengupayakan penyempurnaan

materi KUHP yang ada sekarang demiterciptanya supremasi hukum dalammasyarakat.
Kedua: Upaya selanjutnya yang harusdilakukan adalah memasukkan nilai-nilai adatdan pandangan hidup bangsa Indonesia kedalam materi KUHP tersebut. Jujur saja bahwamateri KUHP sekarang adalah bersumber dariadat istiadat dan pandangan hidup bangsaBarat. Ia datang ke Indonesia dibawa olehkolonialis Belanda. Oleh karenanya, sungguhsangat wajar kalau materinya banyak yangtidak sesuai dengan pandangan hidup bangsaIndonesia, sehingga aturannya sering tidakditaati oleh sebagian masyarakat.Salah satu syarat hukum yang baikadalah apabila materi-materi yang dituangkandi dalamnya mengandung nilai adat kebiasaanyang hidup dalam masyarakat. Memperhatikanhukum kebiasaan atau nilai-nilai adat istiadatmasyarakat setempat dalam pembentukanhukum (rechtsvorming) sangatlah pentingsekali, karena akan dapat mempengaruhitingkat ketaatan dan kesadaran hukum mereka.Jika hukum yang dibentuk itu, banyakmemasukkan nilai-nilai adat kebiasaan suatumasyarkat, tentu mereka taati hukum itudengan baik, karena sesuai dengan cita-citahukum (rehctsidea) dan perasaan hukum(rehctsgevool) mereka. Sebaliknya, jika hukumyang dibentuk itu, kurang memperhatikan nilai-nilai adat istiadat suatu masyarkat, niscayamereka kurang mentaatinya.Keberadaan nilai-nilai adat ini sangatdihargai dalam Islam, karena ia termasuk salahsatu sumber pembentukan hukum sebagimanatelah dilukiskan dalam sebuah qaidah:”Adatkebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”.Berkenaan dengan adat ini, Rasulullah SAWbersabda:”Apa yang dipandang baik oleh kaummuslimin, maka disisi Allahpunbaik”(HR.Ahmad).Atas dasar itulah adat kebiasaan yangberlaku pada masyarakat, selama tidakbertentangan dengan ketentuan agama, dapatditetapkan sebagi sumber hukum yang berlaku.Adat kebiasaan yang menyimpang dariketentuan agama, walaupun banyak dikerjakanorang, tidak dapat dijadikan sumber hukum,
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lantaran di dalam hadist tersebut diberipredikat hasanan (baik), yang sudah barangtentu menurut ukuran agam dan logika. (Yahyadan Fatchurrahman, 1997: 517).Prof. DR. M. Solly Lubis, S.Hmengemukakan bahwa idealnya suatu hukumyang diberlakukan dalam suatu negara adalahhukum yang bersifat grounded. Artinya, suatuhukum yang digali dari pandangan hidup atauvalue syistem suatu negara. Suatu hukum yanglahir dari nilai-nilai filosofis suatu bangsa, akanlebih mudah dilaksanakan dan lebih bersifataspiratif dan akomodatif karena sesuai dengancita-cita hukum (rechsidea) dan perasaanhukum (rechsgevool) suatu masyarakat.Biasanya hukum seperti ini akan lebih bertahanlama dan mengalami perkembangan secaraterus-menerus.Hukum yang aspiratif dan akomodatifadalah hukum yang isinya disesuaikan dengankondisi kemampuan dan pandangan hidupsuatu masyarkat dimana hukum itu diterapkan.Setiap hukum yang dibentuk berdasarkanpertimbangan kondisi kemampuan danpandangan hidup suatu bangsa, niscaya akanmelahirkan materi-materi hukum yang baikyang dapat dilaksanakan oleh setiap orang.
SIMPULANMateri KUH.Pidana Indonesia sangatmembutuhkan penyempurnaan denganmemasukkan berbagai nilai-nilai hukumberikut, yakni: Memasukkan nilai agama, nilaiadat istiadat dan pandangan hidup bangsaIndonesia; Adapun upaya yang dilakukan untukmeningkatkan kesadaran hukum masyarakatadalah Penegak hukum harus adil dalammenjalankan hukum, membentuk hukum yangbersifat mungkin, memahami hukum denganbenar dan menghilangkan sarana pelanggaranhukum dalam masyarakat; Sebenarnya banyaklangkah yang harus ditempuh untukpenyempurnaan KUHP tersebut, namun keduacara tersebut sangat mendesak untuk dilakukandemi terciptanya undang-undang yang aspiratifdan akomodatif.
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